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Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi
perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Terutama untuk Pegawal Negeri Sipil (PNS) dimana
tuntutannya untuk berubah menjadi Iebih professional, meningkatkan kualitas kinerja, kualitas pelayanan
publik, kompetensi, independensi dan netralitas. KEMENPANRB sebagal Kementerian yang diberikan
mandat secara langsung melalui Undang-Undang oleh presiden mengenai pel aksanaan kebijakan ASN,
harus mampu mengawal pelaksanaannya menuju apa yang telah dicita-citakan. Perubahan signifikan di
dalam Undang-Undang ini adalah terkait pangkat dan jabatan dalam mangemen PNS, termasuk di dalamnya
tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secaraterbuka. Penelitian ini menganalisis persepsi umum dari
PNS KEMENPANRSB terhadap perubahan tersebut dipandang dari karakteristik PNS, dengan menggunakan
model analisistabulas silang berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian, dengan
hasi| skor jawaban yang beragam diperoleh hasil baik untuk persepsi PNS KEMENPANRB terhadap
ketentuan pangkat dan jabatan dalam mang emen PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015.
The enactment of Act of Republic of Indonesia No. 5 of 2014 on Civil State Apparatus brought afresh
breeze for development of bureaucratic reform in Indonesia. Especially to enhance the professionalism of
civil servants by improving the quality of performance, quality of public services, competence,
independency and neutrality. State Minister for the Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic
Reform as the Ministry has been given the mandate directly through the Act by the President on the
implementation of the Civil State Appratus Law, should be able to oversee their implementation towards
what has been aspired. Significant changesin this Act is related rank and position in the management of
civil servants, including on the open selection of high leadership positions. Thus, this research aimsto
analyze the perception of civil servantsin the State Minister for the Empowerment of State Apparatus and
Bureaucratic Reform on the policy change that utilizes the cross tabulation analysis approach aswell. The
result of the research shows good perception on the policy adjustment.
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